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KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

L1. Peraturan Menteri Agam 7
a N : :
tentang Pcnyc!enggaraan Peﬁdi(:?l:n 'i?‘l‘ahnn 2013,
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 ‘%:msah {Berita

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 ':Or 1382y,
tentang Organisasi dan Tata Kerja 'tﬁ:sta::?'b»"mm

Kementerian Agama (Berita Negara " o
Tahun 2017 Nomor 1), gara Republik Indonesia

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINS] RIAU TENTANG PEMBERIAN IZIN
OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL AL-
MUSTHAFAWIYYAH KABUPATEN KUANTAN SINGNGI.

Memberikan lzin Operasional Pendirian Madrasah kepada

Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan

ini;

Setelah jangka waktu 5 (lima) tahun, Kepala Raudhatul

Athfal yang bersangkutan wajib:

(a). Menyampaikan laporan perkembangan Raudhatul Athfal
kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang
memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta
didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan
standar sarana prasarana, dan  pelaksanaan
pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan,
dan;

(b). Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi
sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Dalam hal perkembangan Raudhatul Athfal seba
dimaksud dalam diktum KEDUA huruf (a) dinilai 1
standar pelayanan minimal penyelenggar
dan/atau hasil akreditasi schagaimana
KEDUA huruf (b) mendapat peringkat
operasional sebagaimana dimak:
tetap berlakuy;

Dalam hal :



Negara Re ik

: publik Indones;j Tahun 201s

Tambahan S Snc AoRIGsIa n 2015 Nom ’
vahan Lembaran Negara Republik Indeg *".‘-{ég,‘a‘ %fm"ﬁ;

Peraturan Pemerintah Nomor 47 n 2008
Wajib .Belajar Pendidikan OB::arTamégog s
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor on. oo \cBara

: : mor 90, '
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomcg- ;l;z;})ahan

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tah g 3

nts un 2008 ten!
Pendans}an Pendidikan (Lembaran Negara R:;\:;gg
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
17 Tahun 2010 tentang  Pengelolaan  dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24
Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana
untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah
Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah
Menengah Atas/ Madrasah Aliyah;

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi
Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di madras: .
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

11} “iud

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Tahun 2010 tentang Standar P
Pendidikan di Kabupaten/Kota
diubah dengan Peraturan

Kebudayaan Nomor 28









